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TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHI'N 2A24 .2026

DI LINGKUNGAN DINAS LINGKT]NGAII HIDUP

KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor
Lampiran

Menimbang

Mengingat 1

bahwa unhrk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERi9/M.PAN I 5 12007 tentang
Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Indiktor Kineda Utama pemerintah di
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan
Undamg-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tefltang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembman Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104. Trnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421):



J Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun?}l4 Nomor 244, Tanrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor lt Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pernerintah Nornor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pernerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 74,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evalusi Pelaksanaan Rencana Pernbangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lernbman Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PERI9/I4.PAN|5|2007 tentmg Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negma Nomor :

PER/2OIM. PAN/ I I 12008 tentang Pedoman Penyusunan lndikator Kinerja
Utama;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Purwakarta Tahun 20A5-2A25 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2008 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Psrubahan Atas peraturan

Daerah Kabupaten Purwakarta Nornor 9 Tahun 20t6 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten purwakarta

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah (RpD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nornor 66)
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan disampaikan kepada :

l. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspekhrr Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini, merupakan Acuan Untuk Ukuran Kinerja yang

digunakan oleh masing - masing unit kerja di lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakartq untuk rnenetapkan

Rencana Kinerja Tahunan, rnenyampaikm Rencana Kerja dan

Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja Menyrsun
Laporan Akuntabilitas Kinerja ssrta melakukan Evaluasi

Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakrta;

Penlrusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap

Kinerja dilakukan oleh setiap Pirnpinan Unit Kerja dan disampaikan
kepada Bupati Purwakarta;

Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

PadaTanssal : lL Februari 2025

Plt. LINGKLINGAN HIDUP

NIP. 19670502t992$rcA9
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l. Nama Organisasi

2. Tugas

3. Fungsi

Lampiran : l(Satu)kmbar
Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Nomor : 600 .q / 069r, / 7tq / +otq
Tanggal : 12 februari 2025
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingk-ungan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwaliarta Tahun
2024-2026

Dinas Lingkungan Hidup

Membantu Bupati Melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup yang Menjadi Kewenangan
Daerah

a. Perumusan Kebtja[q Program dan Kegiatan urusan Psmerintahan Bidarg Lingkungar Hidup;

b. Pelaksanamr Kebijatan, Program dan Kegiatan Urusan pemerintahar Bidarg Lingkungar Hidup;

c. PelaksanaanEvaluasi dan PelaporanPenyelenggaraanUrusan PemerintahanBidang Lingkungan Hidup;

d. Pelaksanaan Administrasi Unrsan Pemerintahan Bidang Lingl'-ungan Hidup; dan

e. Pelaksanaan Fturgsi Lainnyayang diberikan oleh Bupati sesuai Linglup Tugas dan Fungsinya.

Sasaran : :

I Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup
(IKLH) Kab/Kota

Poin Definisi Operasional :

IKLH mempakan gambaran atau indikasi awal yang
memberikan kesimpulan cepat dari suahr kondisi lingkungan
hidup pada lingl:up dan periode tertentu

Formulasi Perhitungan :

IKLH: (0,376X rKA) + (0,405 X rKU) + (0,21e X rKTL)

a

a

Sumber Data : DIH

2 Terlaksanaqva

pengelolaan sampah di
wilayah Kabll(ota

Persen Definisi Operasional :

Pengolahan sampah merupakan bagian penting dalam
penanganan sampah unfuli merubah sampah menjadi
bentuli yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan
serta mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun di
TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

Volume timbulan sampah yanp ditangani
Volume rimbulan s ompah ke s eluruhan

x 100%

a

Sumber Data : LPPD DLH

3 Ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau

kegiatan terhadap izin
lingkungan, izin PPLH

dan PW LH -vang
diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah

Kab/Kota

Persen Definisi Operasional :

Ketaatan penanggung jawab usaha dalam hal ini adalah
ketaatff pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan
perundang-undangan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkrmgar Hidup

Formulasi Perhitungar :

Jumlah penanggung jawab usaha dan/atou
kegiatan yang melanggor terhodap izin

lingkungan, dan izin PPLI{ yans
di te rbi t kan P em erint ah Kab / Kot a

usaha dan/atau kegiatan dilakukan
pemerik"saan

x 100 ok

a

NO
TUJUANDAN

SASARAN
INDIKATOR

KINERJAUTAMA SATUAN PENJELASAN

Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Hidup

a

a



a Rumusan Capaian Output :

pemerintah daerah kabupaten/kota

Kabupaten/Kota terhadap usaha ymg izin
lingkrmgal idn PPLH dan PUULHyang
diterbitlian oleh pemerintah kabupakn/kota

berada di Daerah kabupaten/kota

pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hokum

adat terkait PPLH

diklat

lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di
terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten.&ota.

lokasi usaha dan dampaknya di Daerah
kabupaten4;ota ymg ditangani

a Sumber Data : LPPD DIH
Capaian SAKIP
Perangliat Daerah

Predikat a Defiisi Operasional :

SAKIP adalah Sistem Allffiabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahm, dimana sistem ini merupakan integrasi dari
sistem perencanaan. sistem penganggaran dan sistem
pelaporan kine4a. vang selaras dengan pelaksanaan sistem
alluntabilitas keuangan.

a Hasil evaluasi implementasi SAKIP

&tmber Data : KemenpanfuB

5 lndeks

Masyaraliat

Kepuasan Predikat a Defiisi Operasional :

Indeks Kepuasan Masyaraliat flKM) adalah Data informasi
tentang tingkat kepuasaan masyarakatyang diperoleh dari
hasil pengukuran secara lqrantitatif dan kualitatif atas

pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari
aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

a Nilai predikat IKM hasil Sunei Kepuasan Mary,'arakat

Sumber l)ata : Penyelenggara Pelayanan Publik

PIt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PURWAKARTA
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